KEPUTUSAN KONGRES PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI) KE-XI

DI JAKARTA TANGGAL 6 JULI 2000

1. BIDANG POLITIK

1.1 Agar terwujud ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka harus ada supermasi hukum dan penegakan hukum disegala bidang;

1.2 PNI menolak adanya upaya untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terutama tentang Pembukaan dan beberapa Pasal Undang-Undang Dasar 1945, antara lain: Pasal 1, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36;

1.3 Agar tidak menimbulkan anarki, perlu adanya keseimbangan dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni melaksanakan HAM secara bertanggung-jawab dengan mengormati HAM orang atau kelompok lain, karena itu ketentuan-ketentuan tentang HAM harus banyak dimasukkan dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku);

1.4 TAP MPRS No.XXXIII/Tahun 1967 tentang Pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden R.I, Dr. Ir. Sukarno harus dicabut, karena PNI menilai bahwa TAP tersebut merupakan kesalahan MPRS periode tahun 1967;

1.5 PNI menyatakan bahwa Bung Karno adalah Bapak Marhaenisme, Bapak Bangsa Indonesia dan hari lahir Pancasila 1 Juni sebagai hari Nasional;

1.6 PNI meminta kepada pemerintah Presiden KH.Abdurrahman Wahid, agar supaya makam Bung Karno di Blitar di pindahkan ke JL.Batu Tulis, Bogor (untuk memenuhi amanat beliau semasa hidupnya kepada keluarganya), selanjutnya bekas makam Bung karno di Blitar di bangun museum Bung-Karno;

1.7 Undang-Undang No.2 tahun 1999, Undang-Undang No.3 tahun 1999 dan Undang-Undang No.4 tahun 1999 harus dirubah karena tidak sesuai dengan nilai dan norma demokrasi sebagaimana termaktub dalam pasal 2, 27, dan 28 Undang-Undang dasar 1945;

1.8 Mendukung diadakannya interpelasi DPR terhadap Presiden;

1.9 Perlu adanya tuntutan-tuntutan hukum terhadap Mantan  Presiden R.I Soeharto yang berpredikat sebagai Jenderal Besar TNI atas kebijakannya baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya semasa menjabat sebagai Presiden R.I, karena kebijakan-kebijakannya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya krisis multi dimensi dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

2. BIDANG SOSIAL BUDAYA

2.1 Perlu adanya upaya kearah pelaksanaan Undang-Undang Pertanahan yang didasarkan pada perimbangan pemilikan serta bagi hasil seadil-adilnya dan berpihak kepada rakyat.

2.2 Dalam sektor perburuhan perlu diciptakan Undang-Undang yang bersumber pada UUD 1945 yang menjamin penghidupan yang layak khususnya bagi kaum buruh yang harus ditaati oleh pengusaha.

2.3 Jaminan hari tua bagi kaum buruh serta dana pertahanan kaum buruh dalam perjuangan nasibnya, hendaknya dikelola oleh lembaga (badan usaha) yang dikelola oleh kaum buruh sendiri.

2.4 Sistem pendidikan nasional harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 UUD 1945. Dalam hal pendidikan agar pemerintah, menaruh perhatian sepenuhnya serta mengalokasikan anggaran yang cukup memadai (Anggaran yang dilakukan sekarang dirasakan masih sangat kurang).

2.5 Agar kebudayaan Bangsa  Indonesia tetap terjaga kelestariannya perlu diupayakan pengembangan seluas-luasnya; baik melalui kurikulum disekolah maupun penyelenggaraan festival.

2.6 Peranan agama harus ditingkatkan agar mampu memberikan petunjuk dalam berperikehidupan sesuai dengan perkembangan jaman.

3. BIDANG EKONOMI

Dalam bidang ekonomi, kongres mendesak kepada pemerintah agar segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Ekonomi negara harus berdasarkan pasal 33 UUD 1945.

3.2 PNI menolak privatisasi BUMN/BUMD dengan alasan bahwa dalam usaha tersebut merupakan aset negara.

3.3 Untuk lebih mengefektifkan kontrol serta peningkatan efektivitas PNI mengusulkan agar di tiap BUMN/BUMD dibentuk Dewan Perusahaan yang beranggotakan wakil organisasi buruh dan wakil rakyat yang terkait (DPR/LSM).

3.4 Koperasi harus diberdayakan sesuai dengan dasar-dasarnya yaitu untuk mensejahterakan anggotanya tanpa campur tangan dari pihak luar.

4. PROGRAM KERJA PARTAI

Pendahuluan


Berakhirnya era Orde Baru di Indonesia telah membuka kembali peluang tampilnya Partai nasional Indonesia (PNI) secara legal dalam percaturan politik. Agar Partai Nasional Indonesia memiliki ketahanan menghadapi tantangan perjuangan kiranya perlu dirumuskan kembali prinsip-prinsip pokok dan program perjuangan yang bersekala nasional maupun lokal.


Dan untuk dapat menjadi Partai pelopor yang mampu menyadarkan dan memimpin perjuangan masyarakat semua unsur-unsur kekuatan partai harus dipergunakan secara optimal, untuk itu segenap penggerak mekanisme partai baik pemimpin kader dan anggota harus dibekali dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok perjuangan partai yang menjelaskan pola dasar visi dan misi Partai serta penjabaran program Partai yang realistis dan mudah dimengerti.


Visi PNI sejak didirikan tanggal 4 Juli 1927 oleh BUNG KARNO dan kawan-kawan yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan MARHAENISME / Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut PNI menjalankan misi mendidik rakyat menjadi sadar dan radikal. Radikal dalam arti memiliki sikap menyingkirkan hambatan-hambatan.


Program perjuangan Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah berupaya merealisasikan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni terpenuhinya tuntutan Amanat Penderiataan Rakyat tegak dan terselenggaranya kemerdekaan yang hakiki yaitu Trisakti: Berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.

A. Program Umum

1. Melaksanakan kaderisasi secara terus-menerus pada setiap struktur partai.

2. Konsolidasi DPP sampai ketingkat ranting dengan mengupayakan kantor/sekretariat.

3. Mengsosialisasikan asas Marhaenisme ajaran Bung Karno, AD/ART serta hasil kongres kepada kader di setiap struktur partai.

4. Membentuk kelengkapan partai (Dewan Pertimbangan, Litbang, Departemen Humas), dan ormas-ormas Under Bouw PNI serta Satgas yang tidak bersifat militerisme.

5. Membuat format papan gambar/KTA serta seragam partai seluruh Indonesia.

6. Membudayakan perekonomian anggota/kader dengan membentuk unit-unit usaha, koperasi, yayasan pada setiap tingkatan sebagai sumber keuangan partai.

7. Meningkatkan analisis politik kepada anggota/kader dengan membuat Buletin Partai.

8. Membuat analisis tentang perkiraan Pemilu 2004 serta strategi pemenangan pemilu.

9. Inventarisasi aset-aset kekayaan PNI di seluruh Indonesia.

B. Program Khusus

1. Meyatukan kader-kader Marhaenisme pada semua lini dengan cara rekonsiliasi.

2. Mengadakan kerjasama dengan partai-partai lain untuk meninjau kembali UU No. 2. 3, dan 4 tahun 1999 (tentang Partai Politik, Pemilu, dan Susduk).

3. Mengadvokasi anggota / kader / publik untuk memperoleh haknya di bidang sosial, ekonomi, politik budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi partai / non partai untuk mendukung program kerja partai.

5. Turut serta aktif memberantas KKN, penyelundupan, kekerasan, kemaksiatan dan narkoba.

C. Program Jangka Pendek Dalam Negeri, meliputi:

1. Mempersatukan front-marhaenis dalam satu wadah Partai nasional Indonesia;

2. Mengadakan kaderisasi mengenai marhaenisme pada setiap tingkatan, mulai dari DPP sampai tingkat anak cabang dan ranting.

3. Menggalang kerjasama dengan semua nasionalis lain untuk tujuan yang sama; baik tingkat pusat maupun daerah.

4. Pentingnya pemahaman secara benar terhadap marhaenisme.

5. Mengusahakan secara sungguh-sungguh agar prinsip-prinsip politik dalam kehidupan bernegara sesuai dengan dasar negara (Pancasila).

6. Perlu penggantian dengan segera para pejabat era Soeharto yang tidak mungkin memahami tuntutan reformasi diseluruh birokrasi dan peradilan.

D. Program Jangka Pendek Luar Negeri, meliputi:

a. Mewujudkan politik bebas aktif secara konsekuen dengan membebaskan R.I dari keterikatan, ketergantungan dan keberpihakan dengan dan kepada negara-negara dan lembaga-lembaga lain.

b. Memperkuat ikatan-ikatan regional antara negara-negara tetangga yang mempunyai kepentingan bersama untuk menciptakan kekuatan regional.

c. Memperbaharui sistem kerja dan struktur PBB berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

d. Mengantisipasi prinsip globalisasi yang membahayakan R.I, dirumuskan oleh DPP PNI hasil Kongres dan kemudian disosialisasikan di lingkungan intern Partai.

E. Program jangka Panjang dalam Negeri, meliputi:

1. Konsep sistem politik yang sesuai dengan Pancasila perlu dijabarkan dalam kehidupan bernegara dengan memperhatikan tahapan perkembangan keadaan.

2. Penyelengaraan negara oleh para penyelengara negara harus dilandasi jiwa perikemanusiaan dan keadilan.

3. Seluruh produk hukum zaman penjajahan Belanda era kekuasaan Soeharto yang lebih dari tiga dasa warsa harus dirombak total dan diganti dengan hukum yang mencerminkan Pancasila.

F. Program Jangka Panjang Luar Negeri:

1. Membangun dunia baru berdasarkan prinsip pancasila.

2. Memperjuangkan menggeloranya kembali “Spirit Bandung” (Dasa Sila Bandung) dikalangan rakyat dan para pemimpin Pemerintahan negara-negara Asia-Afrika, dalam menghadapi neo-imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

5. PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPP PNI.

5.1 Menerima dan menyetujui sepenuhnya laporan pertanggungjawaban dari DPP PNI.

5.2 Agar kinerja dari DPP PNI periode yang akan datang dapat berkembang, perlu ditekankan dan ditindaklanjuti faktor-faktor yang mendukung akan keberhasilan PNI yang sudah tradisi dan dipercaya oleh rakyat.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Adanya pimpinan yang bewust.

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai.

c. Adanya kolektivitas dalam penggalangan dana.

d. Program yang diajukan partai harus dapat diterima dan dimengerti oleh rakyat.

Kutipan Hasil Kongres PNI ke-XI yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 4-7 Juli 2000.

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI NASIONAL INDONESIA

ttd.

( Achmad marhaen SP, SH )
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